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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum 

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, 

diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi 

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, 

dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam 

maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3. 

 

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 
 

 
 

 

C.  Objek Kunjungan Kerja 

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT. Inalum (Persero),  

PTPN III (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Aviasi Pariwisata 

Indonesia/Injourney. Kunjungan Kerja reses ini terkait dengan persiapan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mensukseskan hari raya Natal dan Tahun 

Baru  tahun 2022 di Indonesia, khususnya Sumatra  Utara. 

 
 
 
 



D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja reses ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang 

berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu 

Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, 

dan Persaingan Usaha. 

Secara khusus, kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan 

untuk mengetahui Sejauh mana persiapan BUMN untuk mensukseskan 

pelayanan perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru, serta bagaimana 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Provinsi Sumatra Utara. 

 

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA 

1. PT.  Inalum  (Persero)   

 Dukungan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontribusi Pajak INALUM Terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah adalah : 

  

 

Alur Operasional Aluminium Smelter 

 

  

 

 

 

 

 



2. PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN) (Persero) 

  
 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

3. PT. Hutama Karya (Persero) 

 Progres pembangunan trans Sumatra yang sangat mempengaruhi  

Kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas ditunjukan  

dalam profile sebagai berikut : 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realisasi Penggunaan PMN yang Telah Diterima Sebelumnya di 

Sumatera Utara 

 

  Progres Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – 

Parapat                  

 

 

 

 

 



 Strategi Pemberdayaan UMKM sekitar Tol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/Injourney 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dukungan lain untuk Pengembangan Pariwisata di Danau Toba 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM INJOURNEY DENGAN BPODT 
 

 
 
 
 

5. CATATAN DAN REKOMENDASI 

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan 

kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi    perhatian seluruh 

mitra Komisi VI DPR RI yang diundang dalam pertemuan kunjungan kerja reses ini. 

Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kehadiran Perusahaan harus dirasakan oleh rakyat, khususnya  masyarakat lokal.  

Perusahaan harus secara terukur dampak kehadirannya bagi masyarakat lokal.  

2. PT. Inalum harus menyadari bahwa  segala aktivitas  perusahaan  berasal dari  air 

Danau Toba. Karena itu PT. Inalum (Persero)  harus  melibatkan masyarakat kawasan 

Danau Toba sebagai bagian dari PT. Inalum (Persero)  karena dengan rakyat kawasan 

Danau Tobalah kualitas dan kuantitas air Danau Toba terjaga. 

3. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi PT. Inalum (Persero)  perlu dibuat master plan 

secara detail tentang apa yang dibutuhkan  khususnya menyangkut kebutuhan listrik.  

Perlu ditindaklanjuti   kebutuhan apa yang mendesak  bagi PT. Inalum (Persero) agar 

mampu bersaing ditingkat internasional dan menjadi perusahaan aluminium 

kebangsaan bangsa.  

4. PT. Inalum  (Persero)  harus  memperhitungkan dampak sosial Teknologi Modifikasi 

Cuaca (TMC)  dan perlu kegiatan konservasi secara sistemik agar  siklus hidrologi 

Danau Toba terjaga dengan baik. 

5. PTPN III (Persero) sebagai holding PTPN  harus mampu  menjaga stabilitas harga 

minyak goreng dan tidak boleh lagi kasus krisis minyak goreng seperti beberapa waktu 

yang lalu. 



6. PTPN III (Persero) sebagai milik negera harus melakukan pendekatan humanis jika 

terjadi konflik di masyarakat.  Tidak boleh lagi kasus PTPN yang terjadi di Kabupaten 

Simalungun. 

7. PTPN III (Persero) sebagai holding harus memimpin  PTPN  agar  berkontribusi optimal 

dalam rangka  menyiasati krisis pangan 

8. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia/Injourney  tidak membangun hotel tetapi lebih fokus 

kepada pembangunan infrastruktur agar swasta berperan dengan baik.  Prioritas 

program PT.Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/Injourney adalah  memabangun 

fasilitas dan kebijakan  agar gairah swasta muncul untuk berkontribusi dalam  

pertumbuhan wisata di kawasan Danau Toba.  

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi 

VI DPR RI, antara lain: 

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi seluruh BUMN yang berkontribusi untuk 

pengembangan program Kawasan Danau Toba  sebagai destinasi wisata super 

prioritas.    

2. Komisi VI DPR RI  meminta  agar  PT. Inalum (Persero)  menjaga hubungan 

kerjasama yang baik dengan masyarakat Danau Toba  dalam rangka menjaga 

kuantitas dan kualitas  air Danau Toba mengingat bahwa  seluruh aktivitas  PT. 

Inalum (Persero) di Kuala Tanjung  bersumber dari hulu yaitu  Danau Toba. 

3. Komisi VI DPR RI meminta agar  PT. Aviasi Pariwisata Indonesia 

(Persero)/Injourney agar memprioritaskan programnya untuk membangun 

infrastruktur dan memfasilitasi agar   investor  Pariwisata swasta hadir di 

Kawasan  Danau Toba.  PT.  Aviasi  Pariwisata tidak cenderung membangun 

hotel tetapi memberi kebijakan atau insentif bagi invenstor pariwisata.  

 

 

 



5. DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi 

Sumatra Utara  pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022 - 2023. 

Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan 

ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat 

Komisi VI DPR RI. 

 

 
 

Jakarta, 5 Januari 2023 

 Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI 

Ke Provinsi Sumut 
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Martin Manurung, S.E., M.A. 
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